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Dasar hukum the right to remain silent atau hak diam tertuang pada pasal 11
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 14
Ayat (3) huruf g pada ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Di dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), konsep The Right to Remain Silent
dapat terlihat di dalam Pasal 52, Pasal 114, Pasal 117 (1), dan Pasal 175
KUHAP, namun tidak termuat secara tegas mengenai bagaimanakah konsep/eksistensi hak ini di dalam pasal-pasal yang dimaksud
dan juga akibat hukum dari pelaksanaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan tentang konsep The Right to Remain Silent dalam sistem
peradilan pidana Indonesia, serta untuk mengetahui dan menjelaskan tentang akibat hukum dari konsep The Right to Remain Silent
dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti
bahan kepustakaan yang ada. Adapun tahap penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori-teori, asas-asas hukum, serta menelusuri
peraturan perundang-undangan, dokumen ataupun literatur ilmiah seperti jurnal-jurnal hukum serta pendapat atau penelitian dari
para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Data yang didapatkan tersebut kemudian akan
disusun atau diurutkan berdasarkan pola dan kategori, lalu kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini digunakan
karena memiliki sifat deskriptif, dimana analisis permasalahan akan digambarkan secara mendetail dan preskriptif. Hasil penelitian
kemudian akan  dijadikan acuan sebagai saran atau masukan mengenai bagaimana sebaiknya hasil penelitian diimplementasikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hak diam di Indonesia sebagaimana terlihat di dalam pasal-pasal dalam KUHAP yang
dimaksud semuanya memiliki kedekatan maksud dengan hak diam, namun tetap tidak serupa dengan bagaimana sebenarnya hak
tersebut diimplementasikan. Penerapan dari Miranda Rule/Miranda Warning di Indonesia yang mana termuat pula hak diam di
dalamnya selama ini hanya mengacu pada pasal 56 KUHAP, yaitu hak tersangka untuk memperoleh atau didampingi penasehat
hukum selama proses peradilan pidana
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berlangsung. Tidak terdapat pula adanya akibat hukum manakala seseorang menggunakan ataupun tidak diberitahukan akan adanya
hak tersangka untuk diam dalam proses penyidikan.
Disarankan agar keberadaan hak diam ini dimasukkan ke dalam KUHAP sebagaimana yang dimaksudkan oleh konsep hak ini
sebenarnya. Hal ini tentu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan aparat hukum yang mungkin saja terjadi
pada proses penyidikan. Aparat penegak hukum sebagai penentu berjalan atau tidaknya asas due process perlu pula memahami
bahwa setiap individu memiliki hak asasi manusia dan juga hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara sebagai suatu bentuk
perlindungan hukum kepada individu.
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